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ABSTRAK

Ancaman fisik temasuk tindakan kekerasan, dan ancaman terhadap keselamatan

wartawan kerap kali terjadi. Hal tersebut merupakan bentuk serius dari

pelanggaran hak asasi manusia. Terlebih hambatan hukum juga merupakan

ancaman serius terhadap kebebasan pers di Kota Palembang. Penelitian ini

merupakan penelitian empiris yuridis dengan teknik analisis data secara

kuantitatif menekankan pada metode penelitian lapangan. Adapun tujuan dari

penelitian ini untuk mengetahui aturan hukum terhadap perlindungan hukum
profesi Wartawan berdasarkan UU Pers dan menganalisis mengenaiperan penting
Aliansi Jurnalis Independen(AJI) dalam upaya advokasi perlindungan hukum

bagi profesi wartawan. Adapun hasil dari penelitian ini yakni perlindungan

preventif diatur pada Pasal 8UUPers menyatakan bahwa wartawan memiliki

perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya serta pada Pasal 4 ayat 1

menyatakanbahwa wartawanmemiliki kemerdekaan. Perlindungan represif diatur

dalam Pasal 18 Ayatl UU Pers yang menyatakan sanksi pidana terhadap

seseorang melawan hukum dengan sengaja melakukantindakan yang berakibat

menghambat atau menghalangipelaksanaan dengan pidana penjara paling lama 2
(dua)tahun atau denda paling banyak Rp.S00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah.

Serta peran AJI Kota Palembang yakni sebagai fasilitator bagi wartawanyang

mengalami kekerasan atau tekanan dalam menjalankan tugas mereka dengan

memberikan dukungan moral, bantuan hukum, dan advokasi untuk memastikan

bahwa hak-hak wartawan dilindungi dan pelaku kekerasan terhadap wartawan

diadili sesuai hukum. AJIKota Palembang juga bekerja sama dengan lembaga
hukum, organisasi masyarakat sipil, dan media, untuk meningkatkan kesadaran

akan pentingnya perlindungan hukum bagi wartawandan mendorong perubahan

kebijakan yang mendukung kebebasan pers.

Kata Kunci :Aliansi Jurnalistik Independen, Perlindungaf Hukum,Advokasi

Pembimbing Utama Pembimbig Pembantu

Dr. Henn Yuningsih, S.H, M.H.

NIP. 198301242009122001

Taroman Pasyah S.HL,MH
NIP. 198512082015011201

Ketua BagianPidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H,

NIP.19680221199512100
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara di mana perkembangan media massa dan pers 

berlangsung dengan cepat. Kemajuan teknologi serta kebutuhan 

masyarakat akan informasi yang terus-menerus menjadi salah satu faktor 

utama yang mendorong pertumbuhan pesat media massa dan pers di 

Indonesia. Seiring dengan evolusi pers di Indonesia, tanggung jawab pers 

sebagai penyedia dan pengawas informasi telah berubah menjadi suatu 

bentuk kompetisi di kalangan tertentu insan pers untuk memperoleh 

informasi yang dianggap penting. 

Beberapa insan pers demi memperoleh informasi yang dianggap 

mampu menarik perhatian publik, seringkali melakukan berbagai cara 

tanpa memperhatikan aturan dan batas privasi individu. Banyak terjadi 

insiden yang melibatkan pers dan jurnalis Indonesia akibat tindakan 

sebagian insan pers yang dinilai kurang etis serta mengganggu ruang 

privasi narasumber, hingga pada akhirnya memicu tindakan kekerasan 

terhadap insan pers atau jurnalis tersebut. 

Pemberitaan adalah salah satu pilar penting dalam menjaga 

keseimbangan dan kualitas demokrasi dalam suatu negara. Wartawan 

memiliki peran sentral dalam menyediakan informasi yang akurat, 



2 
 

2 
 

independen, dan relevan kepada masyarakat. Mereka bertanggung 

jawab untuk mengawasi pemerintah, mengungkapkan pelanggaran hak 

asasi manusia, dan menjalankan fungsi kontrol sosial. Namun, dalam 

melaksanakan tugasnya, wartawan sering kali menghadapi berbagai 

tantangan dan risiko, termasuk ancaman fisik, tekanan politik, dan 

hambatan hukum. Kota Palembang, sebagai salah satu pusat media dan 

aktivitas jurnalisme di Indonesia, memiliki sejumlah wartawan yang 

bekerja keras untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
1
 Sebagai 

kota yang dinamis dengan sejarah yang kaya, Palembang menjadi pusat 

perhatian dalam banyak isu sosial, politik, dan ekonomi.  

Oleh karena itu, wartawan memiliki peran yang sangat penting dalam 

menyampaikan berita, mengungkapkan isu-isu yang mempengaruhi 

masyarakat, dan memelihara kebebasan berbicara. Namun, wartawan di 

Kota Palembang juga menghadapi tantangan serius dalam menjalankan 

profesi mereka. Ancaman terhadap wartawan, baik dalam bentuk fisik 

maupun hukum, dapat menghambat mereka dalam menyuarakan 

kebenaran dan memenuhi tugas mereka sebagai penjaga demokrasi.  

Ancaman fisik ini termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan 

ancaman terhadap keselamatan mereka, yang semuanya merupakan bentuk 

serius dari pelanggaran hak asasi manusia.Di samping itu, hambatan 

hukum juga merupakan ancaman serius terhadap kebebasan pers di Kota 

                                                           
1
 Supriyanto, I, Tantangan dan Ancaman Profesi Wartawan dalam Berita Investigasi di 

Indonesia, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP, 2019,  hlm 222-230. 
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Palembang. Hukum yang tidak jelas, aturan yang ambigu, dan upaya 

hukum yang tidak adil dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan 

untuk membatasi kebebasan wartawan dan mencegah mereka untuk 

menyuarakan pandangan mereka dengan bebas. Oleh karena itu, 

perlindungan hukum bagi wartawan menjadi sangat penting untuk menjaga 

kebebasan pers dan demokrasi di Kota Palembang.  

Salah satu upaya untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak 

wartawan adalah melalui pembentukan aliansi jurnalis independen. Aliansi 

Jurnalis Independen atau AJI adalah organisasi profesi jurnalis, yang 

didirikan oleh para wartawan muda Indonesia pada 7 Agustus 1994 di 

Bogor. AJI lahir sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap 

kesewenang-wenangan rejim Orde Baru. AJI bertugas melakukan advokasi 

dan pembelaan hak-hak wartawan yang sering kali terabaikan. Salah 

satunya ialah Hak untuk mendapat perlindungan hukum saat menjalakan 

tugasnya sebagai wartawan , mengacu pada Undang-Undang No.40 Tahun 

1999 tentang Pers, wartawan memiliki perlindungan hukum tersendiri 

yang wajib diakomodir oleh negara dalam menciptakan suatu sistem 

ketaatan hukum yang baik.Aliansi jurnalis independen adalah organisasi 

yang bertujuan untuk mendukung dan memperjuangkan hak-hak 

wartawan, serta mengadvokasi perlindungan hukum terhadap profesi 



4 
 

 
 

wartawan. Dalam konteks Kota Palembang, aliansi jurnalis independen 

memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan misi ini.
2
 

Aliansi jurnalis independen di Kota Palembang telah aktif dalam 

mengadvokasi hak-hak wartawan dan memperjuangkan perlindungan 

hukum yang lebih baik bagi mereka. Mereka telah terlibat dalam 

kampanye-kampanye penting untuk melawan tindakan kekerasan terhadap 

wartawan, memperjuangkan akses informasi publik, dan memastikan 

keadilan dalam kasus-kasus hukum yang melibatkan wartawan.  

Pada masa keterbukaan informasi saat ini, masih sering terjadi 

kekerasan yang dihadapi dalam bentuk tindak penganiayaan. Dalam 

menjalankan aktivitas jurnalistik, jurnalis kerap menerima kekerasan, baik 

disengaja maupun tidak, yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang 

tidak menyukai pekerjaan jurnalis. Tidak jarang, jurnalis menghadapi 

ancaman terhadap keselamatan, perampasan alat, pemukulan, hingga 

pelemparan batu serta ancaman pembunuhan, yang terus dialami oleh para 

jurnalis, termasuk di kota Palembang. 

Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

diatur dalam Bab XX Pasal 351 hingga 358. Penganiayaan adalah istilah 

yang digunakan oleh KUHP untuk merujuk pada tindak pidana terhadap 

                                                           
2
 Perdana, R. A., Perlindungan Hukum Wartawan dalam Menjalankan Profesi di 

Indonesia, jurnal Dinamika Hukum, 2015, hlm 228-237. 
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tubuh. Namun, KUHP tidak memberikan definisi yang jelas mengenai 

penganiayaan tersebut. 

1. Kekerasan yang dilarang mencakup tindakan yang melibatkan 

kekerasan sebagai sarana atau upaya untuk mencapai efek kekerasan, 

yang biasanya berdampak pada kerusakan barang atau penderitaan 

orang lain, serta dapat menimbulkan cedera pada individu atau 

kerusakan pada barang, meskipun tidak ada niat untuk menyakiti atau 

merusak. Contoh-contoh termasuk melempar batu ke arah kerumunan, 

merusak barang dagangan, atau membalikkan kendaraan. Oleh karena 

itu, seringkali kelompok atau massa yang marah dan agresif, tanpa 

mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka, melakukan 

kekerasan yang mengakibatkan kerusuhan, kebakaran, luka pada 

orang lain, atau bahkan kematian. 

2. Kekerasan yang terjadi di tempat umum atau dikenal sebagai 

kejahatan terhadap ketertiban umum, dapat disaksikan oleh 

masyarakat di area yang ramai. 

3. Tindakan kekerasan yang dilakukan secara kolektif atau kekerasan 

yang dilakukan oleh dua individu atau lebih. 

4. Kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada: individu, objek, 

atau hewan, baik milik pribadi maupun milik pihak lain. 

Penghancuran barang, cedera, dan kematian sebagai konsekuensi, 

berbeda dengan penghancuran barang (Pasal 406 KUHP), dalam 

Pasal 170 KUHP tidak disebutkan bahwa barang tersebut milik pihak 
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lain. Hakim dalam membuat keputusan harus memahami secara 

mendalam esensi dan latar belakang historis dari pasal tersebut. 

Kekerasan atau (geweld) dikenakan sanksi yang lebih berat 

dibandingkan dengan perbuatan merusak barang secara sengaja. Oleh 

karena itu, dimungkinkan penerapan Pasal 406 KUHP yang mencakup 

perusakan barang sebagai dasar hukum. Subsidi air (concursus). Dalam 

kasus penganiayaan, situasinya berbeda jika terdapat luka. Dalam hal ini, 

terjadi pemberatan hukuman secara khusus. Kekerasan yang 

menyebabkan orang lain terluka, mengalami luka berat, atau meninggal 

dunia dikenakan sanksi yang lebih berat sesuai dengan ayat (2) butir 1, 2, 

dan 3 Pasal 170 KUHP. Pemberatan lebih lanjut terjadi pada gabungan 

tindak pidana: kekerasan dalam penganiayaan yang berakibat kematian.
3
 

Setelah era Orde Baru, tidak terdapat lagi intimidasi secara terbuka 

yang dilakukan oleh pemerintah, namun kekerasan terhadap jurnalis tetap 

berlangsung secara berulang. Hal ini bertentangan dengan UUD yang 

mengatur bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan guna mengembangkan pemikiran secara 

bebas. Oleh karena itu, hal ini terkait dengan ketersediaan informasi 

secara bebas, baik informasi sosial maupun estetis di masyarakat. 

Kegiatan ini berfungsi sebagai penyangga dalam pembentukan peradaban 

informasi saat ini. 

                                                           
3
 Andi Hamzah, Delik-deliktertentu (SpecialeDelicten) di Dalam KUHP, SinarGrafika , 

Jakarta, 2014, hlm 6-8.  
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 Pers berfungsi sebagai pusat komunikasi yang memegang peranan 

krusial, khususnya di Indonesia, dengan menjadi penghubung 

komunikasi antara pemerintah dan masyarakat atau antaranggota 

masyarakat. Oleh karena itu, pers memiliki fungsi yang terintegrasi, yaitu 

sebagai penyampai informasi, pendidik, pengawas sosial, penyedia 

hiburan, serta alat perjuangan bangsa. Hal ini dapat dilihat pada periode 

pra-kemerdekaan, di mana salah satu tugasnya adalah mendorong 

perkembangan kesadaran nasional.
4
 

Dalam UU No. 40 Tahun 1999 mengenai pers dinyatakan bahwa pers 

merupakan manifestasi dari salah satu kedaulatan rakyat berdasarkan 

prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Oleh karena 

itu, pers perlu dievaluasi sejauh mana negara melindungi keselamatan 

jurnalis dalam pelaksanaan tugasnya, serta kesadaran seluruh pihak untuk 

menyelesaikan keberatan terhadap pemberitaan media secara beradab dan 

tanpa kekerasan fisik. Keselamatan wartawan masih memprihatinkan, 

terutama di Indonesia.
5
 

Kekerasan fisik terus mengalami lonjakan. Penganiayaan adalah 

salah satu manifestasi kekerasan yang masih sering terjadi dalam periode 

yang sering disebut sebagai “era keterbukaan informasi.” AJI Indonesia 

juga mengonfirmasi bahwa kekerasan terhadap jurnalis semakin 

meningkat. Dari 61 kasus pada tahun 2022, terjadi peningkatan menjadi 

                                                           
4
 R. Rahmadi, perbandingan system pers, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm 183 

5
 Agus Sudibyo , “cermin retak kemerdekaan pers “/on-line/http ;//www.dewan 

pers.or.id. di akses/20 oktober 2023/pukul 2:30 
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70 kasus pada tahun 2023, di mana sebagian besar merupakan 

penganiayaan fisik.
6
 

Berdasarkan laporan dari Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis 

Independen (AJI), jumlah penganiayaan terhadap jurnalis menunjukkan 

tren peningkatan. Terkadang, kasus-kasus penganiayaan terhadap jurnalis 

ini menghilang dalam proses persidangan tanpa adanya penyelesaian atau 

penanganan lebih lanjut. Sebagian besar kasus yang menimpa jurnalis di 

Indonesia diselesaikan melalui perdamaian dalam mediasi Dewan Pers, 

tetapi perdamaian tersebut tidak otomatis menghentikan proses pidana 

yang sedang berlangsung.
7
 

Menurut penjelasan pasal 8 dari Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 

tentang Pers, istilah perlindungan hukum merujuk pada jaminan 

perlindungan dan/atau masyarakat terhadap jurnalis dalam melaksanakan 

fungsi, hak, kewajiban, serta peranannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
8
 

Kekerasan terhadap jurnalis sering kali terjadi secara berulang, 

khususnya di Palembang dan sekitarnya. Di Palembang sendiri, sejumlah 

wartawan telah mengalami kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun 

non-fisik. Sebagai contoh, pada 10 Juni 2021, terjadi kasus kekerasan 

terhadap wartawan di Jalan Rompok Selatan, Kelurahan Srimulyo, 

                                                           
6
 Advokasi AJI (On Line), https://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan.html(20 

oktober 2023) 
7
 Dewan Pers., (On line), http://www.Dewan Pers .org/dprs.php(20 oktober 2023) 

8
 Republik Indonesia, undang-undang no 40 tentang Pers , Pasal 8, thn 1999 
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Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, yang melibatkan 

pengeroyokan terhadap awak media. Insiden ini bermula dari mediasi 

pencocokan surat tanah antara kedua belah pihak. Ketika terjadi 

perselisihan dan ketegangan tinggi antara kedua belah pihak, muncul 

korban pengeroyokan terhadap awak media yang sedang melaksanakan 

tugas peliputan. Hal ini dikonfirmasi oleh awak media yang mengalami 

pengeroyokan.
9
 

Pada tanggal 24 Maret 2022, terjadi ancaman terhadap Agus 

Harizal, Pemimpin Redaksi Suara Nusantara (SN) dan Koransn. Agus 

Harizal telah melaporkan kepada Polda Sumsel mengenai ancaman yang 

diterimanya sehubungan dengan karya jurnalistik yang dipublikasikan di 

Koransn.com. Karya jurnalistik tersebut berjudul NPHD Masjid 

Sriwijaya yang Ditandatangani Akhmad Najib Melanggar Undang-

Undang. 

Berdasarkan informasi yang diterima oleh AJI Palembang, Agus 

Harizal menerima ancaman dari individu tidak dikenal melalui pesan 

WhatsApp. Agus diancam akan disiram dengan cuka para (cairan asam). 

Ancaman ini merupakan tindakan pidana yang jelas dan merupakan 

upaya untuk menghambat kegiatan jurnalistik yang dilindungi oleh 

Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Kekerasan ini perlu 

mendapatkan perhatian dari lembaga profesi wartawan yang ada di 

                                                           
9
 http://gemilangnews.com Palembang /2021/06/11/kekerasan-kepada-wartawan-

kembali-terjadi-di-palembang. (diakses pada pukul 11:02 wib hari jumat, 20 oktober 2023  
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Palembang, salah satunya adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 

Palembang.
10

 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti berupaya menggambarkan 

peran AJI dalam memantau dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan 

terhadap wartawan di kota Palembang. Oleh karena itu, penulis tertarik 

untuk mengungkapkan penelitian ini dengan judul: "PERLINDUNGAN 

HUKUM YANG DIBERIKAN ALIANSI JURNALIS 

INDEPENDEN (AJI) KOTA PALEMBANG TERHADAP 

WARTAWAN KORBAN KEKERASAN” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana aturan perlindungan hukum terhadap profesi 

wartawan menurut Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang 

Pers? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan Aliansi 

Jurnalis Independen (AJI) terhadap wartawan korban 

kekerasan? 

 

  

                                                           
10

 http://aji.or.id Palembang/2022/22/ aji-palembang-kecam-aksi-pengancaman-yang-

menimpa-pemred-suara-nusantara.html(diakses pada pukul 11:26 wib hari jumat, 20 oktober 

2023) 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yang ingin dicapai 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui aturan hukum terhadap perlindungan 

Hukum  profesi Wartawan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai peran penting 

Aliansi Jurnalis Independen dalam upaya advokasi 

perlindungan hukum bagi profesi wartawan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diperoleh dalam 

penulisan skripsi meliputi keuntungan bagi peneliti serta pihak-pihak 

lain, yaitu: 

       1. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti 

untuk mengetahui dasar perlindungan hukum bagi profesi 

wartawan dan Peran Aliansi Jurnalis Independen dalam 

mengadvokasi aturan hukumnya. 

        2. Pihak Lain  

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menjadi sarana 

pengetahuan bagi pembaca terkait Peran Aliansi Jurnalis 

Independen (AJI) dalam upaya peng-advokasian perlindungan 

hukum bagi profesi wartawan. 
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E. Ruang Lingkup 

Berlandaskan judul skripsi yang diajukan oleh penulis, lingkup 

penelitian ini meliputi pemahaman mengenai peran Independent 

Journalists Alliance dalam mengadvokasi jurnalis, khususnya di Kota 

Palembang. 

F. Metode Penelitian 

Peran dan fungsi metode dalam penelitian menurut Soerjono 

Soekamto adalah memberikan pedoman mengenai cara seorang ilmuwan 

dalam mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang 

dihadapinya.
11

 

Penelitian adalah aktivitas ilmiah yang berlandaskan pada metode 

sistematik dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu 

atau beberapa fenomena hukum spesifik dengan menganalisisnya. Dalam 

pelaksanaan penelitian hukum, seharusnya selalu dikaitkan dengan 

makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.
12

 Dalam 

penyusunan penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian empiris 

yuridis yang berupa data yang diperoleh secara langsung dari 

                                                           
11

 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Pres, Jakarta, 

1984, hlm 47. 
12

 Dimyati Kudzaifah & Wardiono Kelik, Metode Penelitian Hukum, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2004, hlm 3 
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lapangan dan menekankan pada data primer.
13

 Penelitian ini 

juga dikenal sebagai studi yang dilakukan terhadap kondisi 

yang aktual dan terjadi dengan tujuan untuk memperoleh dan 

memahami data serta fakta yang diperlukan. Setelah 

pengumpulan data dan fakta tersebut, proses berlanjut pada 

identifikasi permasalahan yang pada akhirnya mengarah pada 

penyelesaian isu.
14

. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Aliansi Jurnalis 

Independen (AJI). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada 

keinginan penulis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

mengenai upaya advokasi, khususnya dalam profesi jurnalisme. 

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa penelitian ini 

dapat memberikan wawasan baru dan menyebarluaskan 

informasi kepada publik. 

3. Sumber Data Penelitian 

Data yang disajikan diperoleh dari berbagai sumber, yang 

mencakup sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Data primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di 

lapangan (field research). 

                                                           
13

 Ronny Hartijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1990, hlm 35. 
14

 Bambang Wahyu, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 

16. 
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b. Data sekunder 

Berupa dokumen-dokumen tertulis, regulasi dan literatur 

yang relevan dengan objek penelitian ini. 

4.  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang tepat dan tidak bias, peneliti 

menerapkan metode berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang 

melibatkan interaksi pribadi atau kontak antara pengumpul 

data (pewawancara) dan sumber data (responden) secara 

sistematis dan berorientasi pada tujuan penelitian, 

menggunakan kuisioner langsung dalam bentuk pertanyaan 

terbuka. 

Populasi menurut arikunto adalah keseluruhan obyek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus 

Aliansi Jurnalistik Indonesia kota Palembang, jadi 

penelitian ini sifatnya terbatas. Sampel menurut arikunto 

adalah sebagian atau wakil populasi yang telah diteliti. 

sedangkan menurut sugiono adalah sebagian dari jumlah 

dan karaterisktik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 3 responden 

yang mewakili perwakilan pengurus Aliansi jurnalis 

Independen Kota Palembang. 
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b. Studi Kepustakaan 

Studi literatur ini diperoleh melalui pembacaan dan kajian 

terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, atau 

data yang bersifat bahan pustaka. 

5.   Analisis Data 

Teknik analisis data dalam kajian ini mengaplikasikan data 

analysis secara empiris, yaitu fokus pada metode penelitian 

lapangan, serta data yang diperoleh dari penelitian, baik 

primary data maupun secondary data, dianalisis secara 

kualitatif yang mendeskripsikan data yang dikumpulkan dalam 

kalimat terstruktur dan direlasikan secara sistematis. 

6. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan adalah hasil akhir dari suatu penelitian yang 

disusun berdasarkan data dan hasil penelitian tersebut, dan 

kemudian dirangkum melalui metode induktif. Proses induktif 

itu sendiri adalah metode penarikan kesimpulan yang dimulai 

dari data atau fakta spesifik yang diperoleh dari penelitian 

lapangan, setelah mengumpulkan hasil observasi atau 

pengalaman empiris. Data dan fakta hasil observasi empiris 

disusun, dianalisis, dan diolah untuk menarik makna dalam 

bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.
15
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 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Kesatu), Kencana, Jakarta, 2010, hlm 

22 
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